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BAB III 

PENUTUP 

III.1 KESIMPULAN 

Unjuk rasa merupakan suatu konflik non bersenjata yang tidak diatur 

perlindungannya pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. 

Dilihat dari hukum nasional, UU Kepalangmerahan, hingga peraturan pelaksananya 

tidak ada yang memberikan perlindungan kepada pengguna lambang dalam hal ini 

petugas medis dan ambulans yang bertugas dalam unjuk rasa. Dilihat dari peraturan 

terkait unjuk rasa juga tidak ada unsur materiil yang menunjukkan bahwa petugas 

medis diperlukan dalam keadaan unjuk rasa. Hal ini menunjukkan bahwa belum 

ada perlindungan hukum bagi mereka petugas medis, ambulans, dan orang yang 

terluka dalam situasi unjuk rasa. 

Penyebab terjadinya peristiwa penyerangan petugas medis dan ambulans PMI 

di Pejompongan pada tanggal 25 September 2019 disebabkan karena belum adanya 

hukum yang mengatur tentang lambang yang harus dilindungi pada konflik non 

bersenjata. Selain itu adanya ketidaktahuan masyarakat tentang PMI beserta tugas 

dan mandatnya. Ketidaktahuan ini kemudian membuat asumsi bahwa ambulans 

dipergunakan untuk memfasilitasi pengunjuk rasa. Asumsi ini pun didukung 

dengan tidak berjalannya Protap baik dari pihak PMI dan juga Polri. Dan pada 

akhirnya ada hubungan antara instansi PMI dengan Polri yang harus dijaga nama 

baiknya. 
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III.2 SARAN 

Unjuk rasa yang bukan merupakan situasi konflik bersenjata akan terus 

menimbulkan korban bagi petugas medis dan ambulans apabila tidak diberikan 

perlindungan hukum yang jelas dan sanksi bagi mereka yang menyerang petugas 

medis dan ambulans. Lambang Palang Merah dapat digunakan sebagai solusi 

lambang perlindungan di keadaan konflik non bersenjata untuk melindungi petugas 

medis, ambulans, dan mereka yang terluka. Hukum pidana sebagai norma yang 

memiliki sanksi memiliki sifat memaksa sehingga dapat memberikan perlindungan 

hukum bagi mereka yang menggunakan lambang palang merah. Perumusan 

materiil perlindungan pengguna lambang palang merah dapat diterapkan pada 

RKUHP ataupun revisi terhadap UU Kepalangmerahan. 

 


